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Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak adalah amanah 

Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat, martabat 

dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 

yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup 

dan tumbuh kembang anak. Salah satu yang menjadi persoalan adalah 

hak anak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 

bagi anak angkat. Pada praktiknya pengangkatan anak yang di 

lakukan antara kedua belah pihak tidak memperhatikan pemenuhan 

hak anak angkat yang harusnya anak tersebut dapatkan. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di 

Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak melalui 

proses penetapan pengadilan hanya melakukan melalui surat 

perjanjian diantara kedua belah pihak antara orang tua kandung dan 

orang tua angkat. Pemenuhan hak anak angkat dalam masalah yang 

peneliti teliti di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis terutama 

dalam hak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan tidak 

terpenuhi dengan baik. Adapun yang menjadi faktor penyebab tidak 

terpenuhinya hak anak yaitu faktor ekonomi orang tua kandung, 

rendahnya pengetahuan orang tua terhadap hak-hak anak. Dimana 

upaya yang dapat dilakukan adalah dalam hal ini pemerintah dan 

masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan yang ketat 

terhadap standarisasi mengenai perekonomian bagi orang tua yang 

akan melakukan pengangkatan anak selnjutnya upaya berupa 

bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, 

konseling, pendampingan dan pelatihan. 
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PENDAHULUAN 

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak adalah amanah Tuhan 

Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak  asasi 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah 

hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini tercantum 

pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa 

harus dijaga dan dilindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan 

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Karena peran besar yang 

yang dimiliki oleh anak, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan 
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berkembang seluas-luasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta 

memiliki moral dan akhlak yang mulia. 

Untuk mewujudkan ini, seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan 

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan 

suatu lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin 

pelaksanaannya. Rusli Pandika mengutip pendapat Amir Martosedono, 

menyatakan bahwa: “anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai 

anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya 

tumbuh menjadi dewasa, diperlakukan sebagai anaknya sendiri”. Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. 

Berdasarkan Pasal 298 KUH Perdata tentang kewajiban orang tua dikatakan 

bahwa: “Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan 

menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan 

wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban orang tua memberi tunjangan 

menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan 

pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam bagian 3 bab ini.” Berdasarkan KUH Perdata pada 

umumnya dapat dikatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak adalah 

kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan penghidupan kepada 

anaknya. Jadi orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun 

perkawinan orang tua itu putus. 

Setiap orang memiliki berbagai macam alasan dan tujuan, baik untuk dirinya 

sendiri maupun untuk alasan kepentingan calon anak. Tapi alasan dan tujuan itu 

sendiri harus saling hasil yang menguntungkan antara calon orang tua angkat dan 

anak angkat di kemudian hari. Sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh 

manfaat dari pengangkatan anak tersebut. Beberapa alasan dan tujuan seseorang 

melakukan pengangkatan anak, yang paling penting adalah: 

1. Karena tidak memiliki anak, dan ingin memiliki anak untuk menjaga dan 

memeliharanya di kemudian hari hingga tua; 

2. Memelihara ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga; 

3. Keyakinan bahwa dengan kehadiran anak angkat, maka akan dapat memiliki 

anak sendiri (inducement); 

4. Kasih sayang terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu 

memeliharanya 

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa anak angkat 

adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, 

wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, 

dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat 
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Hak-hak anak yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 6, 8, 9 dan 14  

bahwa: 

1. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan 

berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 

Orang Tua atau Wali; 

2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakat; 

3. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 

4. Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan 

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; 

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat 

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya  

anak Indonesia  yang berkualitas, berakhlak  mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan 

anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa 

yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serrta martabat 

sebagai  manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung 

tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat  pada umumnya. 

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak 

angkat adalah bapak S dan bapak I yang melakukan kesepakatan pengangkatan 

anak dengan membuat perjanjian pengangkatan anak antara mereka pada tanggal 3 

Agustus 2008, disepakati bahwa bapak S memberikan anak kandungnya kepada 

bapak I untuk diangkat menjadi anak angkat dari bapak I tersebut.  

Namun bapak S kemudian mengambil hak asuh anaknya kembali di tahun 

2013 karena bapak S mengetahui orang tua angkat yakni bapak I tidak memberikan 

pelayanan kesehatan yang optimal untuk anaknya dan hak-hak anak yang 

seharusnya diberikan kepada anak angkatnya dikarenakan dalam pengasuhan bapak 

I anak angkat ini mengalami gangguan kesehatan yang membuat anak angkat ini 

tidak bisa beraktifitas seperti anak yang sehat dan mendapatkan pendidikan 

sebagaimana mestinya.  

Anak angkat ini mengalami kejang yang menimbulkan gangguan pada saraf 

otak sejak berusia 8 bulan yang menyebabkan anak epilepsi. Berdasarkan hal 

tersebut, masih terdapat hak-hak anak angkat yang seharusnya dipenuhi oleh orang 

tua angkat tapi tidak terpenuhi karena kelalaian dari pengasuhan orang tua angkat 

contoh bapak I berdasarkan kasus diatas. Setiap anak pada dasarnya memiliki hak 

dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, tetapi kenyataannya 

pemenuhan hak-hak anak seringkali diabaikan, karena kondisi keluarga yang tidak 

memungkinkan. Persoalan pada anak terutama dalam pemenuhan hak-haknya 

berkaitan erat dengan persoalan kemanusiaan, hal ini karena anak tergolong pada 

kelompok rentan dan masih memerlukan perlindungan dari orang tua dan negara. 

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang 

harus didapat bagi para pihak, baik pihak yang mengangkat ataupun anak angkat 

itu sendiri. 
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METODE 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum 

sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis 

(empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap 

kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan 

penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara 

lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya 

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan 

juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis. Lokasi penelitian 

ini dilakukan di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis kabupaten Siak. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, studi kepustakaan, dan analisis data. Adapun komposisi populasi dan 

sampel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel I 

Populasi dan Sampel 

No Responden  Populasi Sampel Persentase 

1 Orangtua Kandung 6 4 75% 

2 Orangtua Angkat 6 4 75% 

3  Kepala Desa 1 1 100% 

Jumlah 13 9 775% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kampung Sam Sam Kecamatan 

Kandis Kabupaten Siak 

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan 

seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain 

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak 

tersebut kedalam lingkungan orang tua angkat. Di Indonesia terdapat pengaturan 

hukum yang mengatur tentang cara dan pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pada 

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan  Anak dalam pelaksanaan pengangkatan 

anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat 

pengangkatan anak, bimbingan dalam pengangkatan anak, pengawasan 

pengangkatan anak dan laporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga 

dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang 

pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa 

depan yang kepentingan terbaik bagi anak. 

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan untuk melaksanakan 

ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk itu  Undang-Undang tersebut 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak. 

Pengangkatan anak yang sah menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 

54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan mengatur 
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bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 

keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab 

membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 

berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. 

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa syarat anak yang akan diangkat meliputi: 

a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan 

c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak  

d. Memerlukan perlindungan khusus.  

Usia anak angkat sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  

a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.  

b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belumberusia 12 (dua       belas) 

tahun, sepanjang ada alasan mendesak. 

c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. 

Syarat-syarat calon orang tua angkat yaitu antara lain: 

a. Sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 

tahun 

b. Beragama sama dengan agama calon anak angkat 

c. Berkelakukan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

kejahatan dan berstatus menikah paling tidak 5 tahun, tidak merupakan 

pasangan sejenis 

d. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak 

e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun 

f. Tidak merupakan pasangan sejenis 

g. Tidak atau belum mempunyai  anak atau hanya memiliki satu orang anak 

h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial 

i. Memperolah persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak 

j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak dan perlindungan anak 

k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, dan  

l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 ulan sejak izin pengasuhan 

diberikan, 

m. Memperoleh izin Menteri atau instansi sosial. 

Sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak diatas, dapat dijelaskan bahwa tahapan 

pertama kali yang harus dilakukan adalah permohonan pengangkatan anak yang 

diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota, dengan persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Surat penyerahan anak dari orang tua/ walinya kepada Instansi sosial 

b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada 

Oraganisasi Sosial (selanjutnya disingkat dengan orsos) 

c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat 

d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri 

calon orang tua angkat 

e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat 
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f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat 

g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah 

h. Surat keterangan sehat secara mental bedasarkan keterangan Dokter Psikiater 

i. Surat keterangan penghasilan dari tempat orang tua angkat bekerja. 

Kemudian setelah melakukan pengajuan Surat Keputusan Kepala Dinas 

Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota, permohonan izin pengangkatan anak 

diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi sosial propinsi/Kab/Kota 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup 

b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-isteri) 

c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat  

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengangakatan anak di Kampung 

Sam Sam Kecamatan Kandis, bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan 

melakukan Perjanjian atau melakukan kesepakatan antara orang tua kandung dan 

calon orang tua angkat, kemudian calon orang tua angkat memberikan sejumlah 

uang kepada keluarga kandung anak tersebut menjadi salah satu cara yang 

dilakukan oleh sebagian masyarakat Kampung Sam Sam yang melakukan 

pengangkatan anak yang kemudian anak tersebut sudah dianggap sah menjadi anak 

angkat.  

Salah satu contoh permasalahan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak 

anak angkat adalah bapak S dan bapak I yang melakukan kesepakatan 

pengangkatan anak dengan membuat perjanjian pengangkatan anak antara mereka 

pada tanggal 3 Agustus 2008, disepakati bahwa bapak S memberikan anak 

kandungnya kepada bapak I untuk diangkat menjadi anak angkat dari bapak I 

tersebut.  Namun bapak S kemudian mengambil hak asuh anaknya kembali di tahun 

2013 karena bapak S mengetahui orang tua angkat yakni bapak I tidak memberikan 

pelayanan kesehatan yang optimal untuk anaknya dan hak-hak anak yang 

seharusnya diberikan kepada anak angkatnya dikarenakan dalam pengasuhan bapak 

I anak angkat ini mengalami gangguan kesehatan yang membuat anak angkat ini 

tidak bisa beraktifitas seperti anak yang sehat dan mendapatkan pendidikan 

sebagaimana mestinya. 

Anak angkat ini mengalami kejang yang menimbulkan gangguan pada saraf 

otak sejak berusia 8 bulan yang menyebabkan anak epilepsi. Berdasarkan hal 

tersebut, masih terdapat hak-hak anak angkat yang seharusnya dipenuhi oleh orang 

tua angkat tapi tidak terpenuhi karena kelalaian dari pengasuhan orang tua angkat 

contoh bapak I berdasarkan kasus diatas. Kedua yaitu bahwa bapak G dan ibu S 

tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat sebagaimana 

mestinya, salah satu hak anak adalah mendapatkan pendidikan. Namun hak untuk 

mendapatkan pendidikan tersebut tidak dipenuhi oleh suami dan istri tersebut 

sebagai orang tua angkat dengan beralasan perekonomian yang memburuk. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irwansyah selaku orang tua Angkat 

yang menyatakan bahwa beliau memberikan sejumlah uang kepada orang tua 

kandung calon anak angkat, hanya bertujuan agar menolong keluarga tersebut 

bukan karena bapak Irwansyah membeli anak angkatnya melainkan hanya 

membantu orang tua kandung dari anak angkatnya untuk membayar hutang 

persalinan”. Kemudian orang tua kandung anak tersebut membuat surat perjanjian 

dibawah tangan dengan orang tua yang akan mengangkat anaknya tersebut dalam 
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hal ini adalah Bapak Irwansyah Sianipar dan Ibu Rismaini. Para pihak yaitu orang 

tua angkat dan narasumber sebagai orang tua kandung masing-masing menyimpan 

surat perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak dan 

disaksikan oleh satu orang saksi dari pihak orang tua kandung dan satu orang saksi 

dari pihak calon orang tua angkat. Proses seperti ini dilakukan dengan proses yang 

tidak memakan waktu yang lama. Berharap anaknya akan dapat kesejahteraan 

setelah diangkatkan kepada orang tua yang sudah mengangkat anaknya yaitu Bapak 

Irawansyah dan Ibu Rismaini tersebut namun setelah diketahui oleh narasumber 

yaitu Bapak Sutarman bahwa anak kandungnya tidak mendapatkan hak-haknya 

sebagaimana mestinya, ditahun 2013 narasumber mengambil hak asuh anaknya 

kembali karena orang tua angkatnya tidak memenuhi dan memberikan pelayanan 

kesehatan yang optimal kepada anaknya karena di dalam pengasuhan orang tua 

angkatnya anak kandung dari narasumber mengalami gangguan kesehatan yang 

membuat anaknya tidak bisa beraktifitas seperti anak yang sehat dan mendapatkan 

pendidikan sebagaimana mestinya. Anak kandung dari narasumber mengalami 

kejang sejak berusia 8 bulan dalam pengasuhan orang tua angkatnya, yang 

menyebabkan anak kandungnya epilepsi atau mendapat gangguan kesehatan yang 

menyebabkan anak tidak bisa mendapatkan hak yang sudah seharusnya anak 

tersebut dapatkan. 

Berdasarkan narasumber yang lain, orang tua kandung anak tersebut yaitu 

Bapak Hartono dan Ibu Nuriyawati memang berniat untuk menyerahkan anaknya 

untuk diangkat kepada seseorang yang memang menginginkan seorang anak yakni 

dalam hal ini adalah narasumber yaitu Bapak Gunarto dan Ibu Supriani. Dalam 

proses penyerahan bayi tersebut, kedua belah pihak membuat surat perjanjian di 

bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak narasumber sebagai calon orang tua 

angkat dan pihak orang tua kandung yang berisi bahwa orang tua anak tersebut tidak 

akan mencari dan mempermasalahkan anak tersebut dikemudian hari. Namun pada 

kenyataanya setelah di angkat anak tersebut diketahui tidak mendapatkan haknya 

sebagai anak angkat yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, dengan alasan orang 

tua angkatnya tidak menyekolahkan anak angkatnya tersebut adalah masalah 

ekonomi yang sedang dialami suami istri tersebut tanggung jawab orang tua angkat 

untuk mengurus anak tersebut tidak dipenuhi. 

Mengingat banyaknya penyimpangan terjadi didalam masyarakat atas 

pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa 

prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak. Untuk itu perlu 

pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan anak, pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masayarakat. Hal 

ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau 

pelanggaran dalam proses pengangkatan anak.   

B. Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak Anak Angkat dan Upaya yang 

Dapat Dilakukan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Angkat. 

1. Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak Anak Angkat 

Selama menjalankan  perannya, kedua orang tua angkat wajib menjamin 

kesejahteraan anak angkat mereka, baik untuk kehidupan sehari-hari dan juga 
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pendidikannya untuk mewujudkan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik 

bagi anak. Selama mejalankan perannya, orang tua wajib memastikan seluruh hak-

hak yang dimiliki anak terjamin dengan baik hingga anak tersebut tumbuh dewasa.  

Adapun faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak angkat yaitu: 

a. Faktor Ekonomi  

Faktor ekonomi merupakan faktor utama bagi orang tua untuk melepas dan 

melimpahkan pemeliharaan anaknya kepada orang lain. Dimana tingkat 

perekonomian yang rendah mengakibatkan taraf kesejahteraan hidup menjadi 

rendah, dan pada akhirnya yang membuat orang tua tidak mampu untuk memenuhi 

kebutuhan dirinya sendiri dan hak-hak anaknya berupa perawatan, pendidikan, 

kesehatan dan lain sebagainya. 

Sehingga dengan landasan tersebut orang tua kandung dengan rela hati 

memberikan anaknya untuk di angkat oleh orang lain tanpa mempertimbangkan 

bagaimana keadaan anaknya jika dirawat oleh orang lain, Dengan alasan inilah 

orang tua kandung anak tersebut menjadikan alasan ekonomi sebagai motif dari 

mengikhlaskan anak kandungnya dipelihara dan diasuh oleh orang lain. Dilihat dari 

segi perekonomian keluarga kandung anak yang diangkat oleh masyarakat 

kampung Sam Sam, perekonomian keluarga kandung anak termasuk dalam 

kategori keluarga yang tidak mampu. Sebagian orang tua kandung anak angkat ada 

yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bahkan ada yang bekerja 

serabutan. 

Dengan keadaan ekonomi yang seperti itu menjadikan pemberian anak 

kandung untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh orang lain menjadi pilihan bagi 

orang tua kandung anak tersebut.  

b) Faktor Rendahnya Pengetahuan Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak 

Rendahnya pengetahuan orang tua terhadap hak-hak anak di masyarakat 

mengenai pelaksanaan pengangkatan anak,  tingkat pengetahuan terhadap hak-hak 

anak masyarakat Kampung Sam Sam terhadap pengangkatan anak sangatlah lemah. 

Hal tersebut terbukti dari beberapa temuan pada penelitian ini yangmenunjukkan 

bahwa sebagian masyarakat Kampung Sam Sam benar-benar tidak mengetahui 

adanya peraturan pelaksanaan pengangkatan anak sudah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Anak.  

Masyarakat Kampung Sam Sam sebatas mengetahui bahwa pengangkatan 

anak diperbolehkan oleh peraturan  perundang-undangan maupun hukum islam dan 

tidak mengetahui peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah diatur 

dialam peraturan perundang-undangan. 

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 

pelaksanaan pengangkatan anak, bagaimana pengangkatan anak mampu 

memperbaiki kehidupan yang dialami anak dengan pengasuhan yang baik, dan 

pentingnya kepastian hukum atas kedudukan anak angkat didalam keluarga demi 

terciptanya keadilan sosial bagi anak  angkat tersebut.  

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pemenuhan Hak Anak angkat 

Adapun upaya yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan hak anak angkat 

adalah : 

a) Pemerintah melakukan bimbingan dan pengawasan yang ketat terhadap 

standarisasi mengenai perekonomian bagi orang tua yang akan melakukan 

pengangkatan anak dalam pelaksanaan pengangkatan anak agar mengurangi 
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penyimpangan yang sering terjadi didalam pengangakatan anak, sebagaimana yang 

juga ditegaskan didalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. 

Upaya pemerintah untuk melindungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya 

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya trafficking (perdagangan) anak, maka 

kerja keras pemerintah tidak tidak berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan 

Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran 

pelaksanaan di lapangan social. 

b) Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu rendahnya pengetahuan orang tua 

terhadap hak-hak anak, berupa bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak 

dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, 

konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan. Penyuluhan sebagaimana 

dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang 

persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, konsultasi 

dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon 

orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan 

pengangkatan anak. Konseling bertujuan untuk membantu mengatasi masalah 

dalam pengangkatan anak.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengangkatan anak di Kampung Sam 

Sam, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengangakatan anak di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis, 

bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan melakukan Perjanjian atau 

melakukan kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat, 

yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kampung Sam Sam. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak yang sah menurut 

hukum yaitu dengan cara adanya penetapan pengadilan. Pasal 1 angka 1 telah 

mengatur bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari 

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang 

bertanggung jawab membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga 

orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. 

2. Faktor penyebab tidak terpenuhinya hak anak angkat diantaranya adalah faktor 

ekonomi, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum mengenai 

pengangkatan anak dan kurangnya sosialisasi serta bimbingan yang diberikan 

atau dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terhadap pelaksanaan 

pengangkatan anak. Adapun upaya yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan 

hak anak angkat adalah Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan 

pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengangkatan anak agar 

mengurangi penyimpangan yang sering terjadi didalam pengangakatan anak 

Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan hak anak angkat 

yaitu pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya 

pendidikan dan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak 

memperoleh derajat pendidikan dan kesehatan yang optimal. Upaya orang tua 

dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak 

tersebut. 
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B. Saran 

Dari kesimpulan diatas, saran penulis dalam permasalahan  pengangkatan 

anak di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis sebagai berikut: 

1. Perlu adanya dukungan dan partisipasi serta kesadaran yang tinggi dari pihak 

orangtua yang menjadi faktor sangat penting sebagai penentu masa depan anak 

angkat dalam pemenuhan hak anak angkat melalui penyiapan dokumen hukum 

pertanda sahnya kedudukan dan statusnya dalam keluarga angkat. 

2. Diharapkan pemerintah melakukan kegiatan penyuluhan, konseling dan 

pendampingan dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai persyaratan, 

tata cara dan prosedur pengangkatan anak, karena berdasarkan penelitian 

bahwa pengangkatan yang dilakukan di Kampung Sam Sam terjadi akibat dari 

ketidaktahuan masyarakat mengenai Undang-Undang terkait dengan 

pengangkatan anak, yaitu Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. 
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